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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dan
hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan
buku dengan Judul “SENGKETA TAPAL BATAS DI
TANAH KESULTANAN”. Buku ini juga secara spesifik
menguraikan berbagai persoalan yang terjadi dalam
sengketa tapal batas di tanah kesultanan; seperti perebutan
resource dan proses mediasi.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan
motivasi dari berbagai kalangan terutama teman-teman
serta keluarga, maka sangatlah sulit bagi saya untuk dapat
menyelesaikan Buku ini. Maka dari itu, penulis
mengucapkan terima kasih pada semua kalangan yang telah
membantu dalam proses penyusunan buku ini, sehingga
buku ini bisa hadir di hadapan para pembaca.

Selaku penulis, saya menyadari sepenuhnya bahwa
buku yang penulis tulis ini masih jauh dari kesempurnaan.
Maka dari itu, saran dan kritikan yang membangun dari
semua kalangan sangatlah dibutuhkan demi penyempurna-
an buku ini. Di penghujung pengantar ini, penulis berharap
semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan dari
semua pihak yang telah membantu serta semoga juga buku
ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu
pengetahuan.

Ternate, 11 September 2022

Penulis
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BAB

PROBLEMATIKA
SENGKETA TAPAL
BATAS DI TANAH

KESULTANAN TERNATE

A. Pendahuluan

Konflik dalam kehidupan sosial masyarakat
seringkali terjadi kapan dimana pun, konflik sosial yang
terjadi antar warga akhir-akhir ini semakin sering
menjadi pemberitaan baik di media massa, cetak
maupun elektronik. Beragamnya masalah konflik yang
timbul mulai dari masalah yang sepele antara individu
dengan individu atau individu dengan kelompok atau
bahkan kelompok dengan kelompok, saling mengejek
antar pemuda/pemudi, persoalan perbedaan pendapat
dan pandangan antar warga sampai pada level sengketa
tapal batas antar kelurahan/desa akhir ini patut
dijadikan sebagai bahan renungan bersama.

Sehubungan dengan hal ini, Kartiko (2007)!
mengatakan sengketa batas daerah disebabkan karena
beberapa aspek :

1(http:/ /beritasore.com/2007/12/10/ depdagri-11-provinsi-
yang-menyelesaikan-batasdaerah/ Depdagri: 11 Provinsi
Yang Menyelesaikan Batas Daerah Posted by Redaksi on
Desember 10, 2007).



BAB

SEKILAS PANDANG
SULAMADAHA DAN
TAKOME

A. Sejarah Singkat Keluruhan Sulamadaha dan Kelurahan

Takome
1. Kelurahan Sulamadaha?3

Sejarah singkat sebelum terbentuknya desa
atau kelurahan Sulamadaha, pada jaman dahulu
menurut cerita orang tua-tua adat Sulamadaha
terbentuk dalam golongan 4 soa yakni, Soa Alafai, Soa
Afu, Soa Tabanga dan Soa Buku Gila.

Seiring dengan  perkembangannya dan
tuntutan kebutuhan hidup masyarakat akan pem-
bangunan sarana dan prasarana serta pertumbuhan
ekonomi yang semakin meningkat dan melalui
perjuangan yang panjang serta kegigihan dan
keuletan parah tokoh masyrakat, tokoh agama, tokoh
pemuda serta kekompakan masyarakat, akhirnya
Sulamadaha dinyatakan resmi menjadi Desa pada
tahun 1999 dimana pembentukan daerah kota madya
Ternate. Kemudian desa Sulamadaha menjadi bentuk
Kelurahan pada tahun 2000 yang yang pimpin oleh
bapak M. Nur Ibrahim, yang menjabat selama 10

23 Sumber : Kantor Lurah Sulamadaha, tahun 2017
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BAB

PENYEBAB SENGKETA
TAPAL BATAS DI
TANAH KESULTANAN
TERNATE

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap
individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis
yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung ke-
hidupan manusia di masa mendatang, tanah juga
mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan ke-
langsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukim-
an, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah
matipun masih memerlukan tanah?.

Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial),
sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak
previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang
Pencipta (nilai sakral-budaya). Tidak mempunyai tanah
berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan
tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta.
Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki
tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut
disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada

%5 Achmad Chulaemi, 1992. Pengadaan Tanah Untuk
Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan,
(Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH
UNDIP. hal. 9
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BAB

MEDIASI SENGKETA
TAPAL BATAS DI
TANAH
KESULTANAN TERNATE

A. Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tapal
Batas
1. Mediasi di Tingkat Kelurahan
Sengketa tapal batas antara kelurahan
Sulamadaha dan Kelurahan Takome pada awalnya
bermula  dari masalah  tanah/lahan  yang
diperebutkan antara individu dengan individu®
hingga bermuara pada terjadinya bentrok diantara
warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan
Kelurahan Takome. Kejadian ini dikarenakan ada
yang dirugikan dalam pembuatan jalan menuju Jiko
Malamo, pihak satu mengklaim bahwa tanah/lahan
ini milik dirinya dan pihak lainnya juga mengklaim
tanah/lahan miliknya, sehingga proses perebutan
lahan di wilayah tanah Kesultanan Ternate menarik
perhatian warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha
dan Kelurahan Takome.

% Bapak Hamja dengan Bapak Mahmud yang mengklaim
sebagai pemilik lahan disekitaran Jiko Malamo
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